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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pemenuhan kebutuhan hidup di dalam masyarakat sangatlah penting dan 
menjadi hal yang sangat utama. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat 
sering menggunakan transaksi jual beli. Hal ini dapat dilihat dari trend perkembangan 
pembelian suatu produk yang semakin pesat. Transaksi jual beli di dalam 
perdagangan dapat timbul jika terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan 
terhadap barang yang dikehendaki.
Apabila masyarakat atau konsumen mengalami ketidakadilan yang dilakukan 
oleh pelaku usaha, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum 
guna melindungi hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen. Undang-undang No. 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disingkat menjadi UUPK pada 
Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa “Segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dengan adanya
UUPK tersebut, masyarakat memiliki payung hukum untuk melindungi haknya.
Dilihat dari perkembangannya, masyarakat bisa saja merasa diuntungkan atau 
dapat juga merasa dirugikan. Diuntungkan apabila pemenuhan barang tersebut sesuai 
dengan permintaan konsumen. Konsumen merasa dirugikan apabila barang yang 
2dibeli oleh konsumen ternyata memiliki kecacatan. Hal ini yang sering ditemui antara 
pelaku usaha dan konsumen.
Masalah yang timbul akhir-akhir ini mengenai perlindungan konsumen 
mendapatkan penilaian yang sangat tajam dari masyarakat. Masalah yang terkait 
dengan kepentingan konsumen selalu menjadi sorotan berkepanjangan dan hasilnya 
pun konsumen yang akan dirugikan. Padahal yang menjadi salah satu hak konsumen 
ialah untuk mendapatkan produk yang kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan apa 
yang telah diperjanjikan oleh pelaku usaha.
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sering kali disebabkan 
karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih 
rendah, kondisi seperti ini oleh pelaku usaha dimanfaatkan untuk meraup keuntungan 
sebesar-besarnya dengan tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang sudah 
seharusnya melekat pada para pelaku usaha.1 Seharusnya konsumen memiliki hak 
penuh untuk mendapatkan perlindungan. Akan tetapi banyak konsumen yang belum
mengetahui bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan 
konsumen. Seperti halnya mengenai pembelian melalui internet secara online atau 
disebut juga dengan e-commerce.
Perkembangan internet yang semakin maju merupakan salah satu faktor 
pendorong berkembangnya e-commerce. Perkembangan e-commerce diatur di dalam 
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 
                                                          
1Lingga Ery Susanto, Perlindungan konsumen, www.scribd.com (diakses 3 September 2015)
3disingkat UU ITE. Sebagai konsumen, kita harus jeli didalam membeli suatu barang. 
Biasanya didalam suatu transaksi jual-beli secara e-commerce terdapat suatu
perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Jual beli merupakan salah satu jenis 
perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, sedangkan e-commerce pada dasarnya 
merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi 
teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Kehendak para pihak yang 
diwujudkan dalam kesepakatan ialah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, 
kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan 
mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.2
Didalam pembelian barang secara online, seorang pembeli bisa melihat 
terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak dibelanjakan melalui web yang 
dipromosikan oleh pelaku usaha. Upaya meningkatkan pelayanan kepada konsumen 
suatu bidang usaha penjualan harus inovatif dan selalu memberikan yang terbaik bagi 
konsumen. Inovatif dalam arti harus menjual produk-produk yang sesuai dengan 
kebutuhan konsumen disamping itu barang-barang yang ditawarkan mengikuti 
perkembangan. Memberikan yang terbaik berarti memberikan banyak alternatif 
barang, dan kemudahan dalam bertransaksi. 
Media internet memiliki fungsi sebagai salah satu cara menjangkau pelanggan 
tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perdagangan melalui e-commerce selalu
meningkat jumlahnya, hal ini dapat dilihat dari pantauan DTO (Data Transfer Object)
                                                          
2Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Kencana, 2004) h. 3
4memperkirakan bahwa jumlah penjual online dan pengguna internet lain adalah 1:500 
orang. Asumsi ini tentu dapat menjadi tolok ukur lain potensi e-commerce di 
Indonesia yang masih menyisakan peluang besar. Chairman Sharing Vision Dimitri 
Mahayana dari Lembaga Riset Telematika Sharing Vision menyatakan bahwa 
perdagangan melalui internet di Indonesia pada tahun 2009 telah mencapai 3,4 juta 
dolar atau setara dengan 35 triliun rupiah. Hal ini dikarenakan para konsumen telah
diberi kemudahan dalam melakukan pembelian suatu produk.3
E-commerce memberikan kemudahan yang luar biasa kepada konsumen, 
karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja di samping itu pilihan 
barang/jasa pun beragam dengan harga yang relatif lebih murah. Dapat dikatakan 
adanya hal yang positif ataupun negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut 
dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa 
yang diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan 
kualitas barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Namun disisi lain dapat
dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi 
lebih lemah daripada pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan 
kerugian.
Dalam perkembangan saat ini banyak bermunculan toko-toko online. 
Sehingga banyak yang memanfaatkan untuk mengambil keuntungan pribadi dengan 
melakukan penipuan. Pada awal 2010-2011 banyak bermunculan toko online palsu 
                                                          
3Paskah Wartono Kristanto, “Perkembangan E-commerce di Indonesia dan di Dunia”, 2012, 
http://blog.ub.ac.id, (03 September 2015) 
5baik melalui website maupun jejaring sosial. Mereka menjanjikan dengan harga yang 
jauh lebih murah dari harga normal. Dalam prakteknya biasanya mereka meminta 
transfer 50% di awal. Dan berjanji akan mengirimkan barangnya segera, akan tetapi 
esok harinya mereka meminta pelunasan dengan alasan ada masalah administrasi. 
Dan berjanji akan mengirimkannya secepatnya. Akan tetapi setelah pelunasan terjadi 
oleh pihak pembeli, si penjual langsung menonaktifkan nomor telepon seluler yang 
dipakai untuk berhubungan dengan pembeli tadi.4
Demikian halnya menggunakan pasar online dalam berbelanja membuat 
pelaku usaha seringkali membuat kesalahan dalam pengiriman barang yang ternyata 
tidak sesuai dengan pesanan konsumen. Kejadian yang seperti ini membuat pihak 
konsumen merasa dikecewakan. Namun, demi menjaga nama baik pihak pelaku 
usaha biasanya memberikan solusi atau upaya untuk barang yang dipesan sebelumnya 
akan dikirim kembali kepada konsumen dengan terlebih dahulu barang yang salah 
kirim sebelumnya dikirim kembali kepada pelaku usaha yang seluruh biayanya 
ditanggung oleh pihak pelaku usaha.
Berdasarkan fenomena tersebut, pembelian secara online menimbulkan
masalah-masalah yang dialami konsumen seperti didalam pembeliannya terdapat
barang yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan, atau terdapat kecacatan pada 
barang tersebut. Hal ini yang dapat merugikan pihak konsumen.
                                                          
4Triyono Setyo, “Perkembangan e-commerce di Indonesia”, 2012, www.unpas.ac.id, (diakses 
pada 09 September 2015)
6B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Fokus pada penelitian ini adalah pada penerapan dan pelaksanaan perundang-
undangan yang terdapat pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik yang tidak terlepas pula kajian tentang Kitab Undang-
undang Hukum Perdata.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas 
mengenai tinjauan yuridis terhadap pembelian barang melalui toko online yang tidak 
sesuai dengan pesanan yakni :
1. Bagaimana pelaksanaan pembelian barang melalui e-commerce menurut 
ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi konsumen yang melakukan 
transaksi e-commerce yang dirugikan?
D. Kajian Pustaka
Dari beberapa penelusuran serta pengamatan yang telah dilakukan, tidak 
ditemukan penelitian yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun, 
ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pambahasan yang berkaitan dengan 
penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut: 
71. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dan dalam aturan ini menerangkan, Segala upaya 
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 
kepada konsumen”. Dengan adanya UUPK tersebut, masyarakat memiliki 
payung hukum untuk melindungi haknya.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Dalam undang-undang 
ini memberikan jaminan hukum bagi setiap orang untuk melakukan 
transaksi khususnya  jual-beli yang menjadi fokus pada penelitian karya 
ilmiah yang tengah penyusun susun
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang merupakan rujukan utama 
dalam hukum privat yang menjadi dasar dalam melakukan perikatan atau 
perjanjian antara para pihak
4. Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, Kencana, 
Jakarta, 2004, Menjelaskan tentang perkembangan e-commerce diatur di 
dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE dan Jual beli merupakan 
salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, sedangkan e-
commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern
yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media
transaksi. 
85. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, Cet. ke 12. 
Dalam buku ini jual beli adalah suatu perjajian dengan mana pihak yang 
satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan 
pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
6. Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis e-commerce perspektif Islam, 
Magistra Insania Press, Yogyakarta 2004 yang menjelaskan tentang 
karakteristik dari e-commerce itu sendiri dan membedakannya dalam 
beberapa bagian penting guna mempermudah dalam memahami jenis dari 
e-commerce.
7. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT 
Raja Grafindo Persada, 2008, dalam buku ini membahas mengenai 
undang-undang hukum perlindungan konsumen dan beberapa kajian 
mengenai undang-undang itu sendiri.
8. Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2009 Menjelaskan tentang esensi dari lahirnya undang-
undang perlindungan konsumen dan menjelaskan bahwa hukum 
perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai aturan-aturan guna 
mensejahterahkan masyarakat, bukan saja selaku konsumen yang 
mendapatkan perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak 
yang sama untuk mendapatkan perlindungan
9. Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2001. Dalam buku ini terdapat beberapa alternative yang 
9dapat ditempuh jika mengalami sengketa diantaranya Negosiasi, Mediasi, 
Konsiliasi, dan Arbitrase.
10. Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu 
Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1995 menjelaskan tentang jenis 
penilitian yang digunakan dengan yuridis normatif.
11. Pada penelitian skripsi ini penulis menemukan beberapa jenis skripsi yang 
menyerupai judul skripsi namun memiliki jenis serta isi penilitian yang 
berbeda sehingga penulis menganggap dalam tulisan ini masih merupakan 
kajian penelitian baru.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelian barang melalui e-commerce 
menurut ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi konsumen yang melakukan 
transaksi e-commerce yang dirugikan
Disamping untuk memenuhi tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, penulis 
berharap ada kegunaannya, kegunaan penelitian yaitu:
Setelah diadakan pengkajian dan penulisan ini, diharapkan dapat 
menambah khazanah ilmu pengetahuan dan intelektual, sekaligus dapat 
menambah informasi positif bagi para konsumen terlebih kepada setiap orang 
yang lebih cenderung menggunakan media elektronik dalam berbelanja atau 
10
memesan sesuatu barang agar mengetahui hak-hak yang dimilikinya apabila 
terjadi ketidakpuasan terhadap barang yang diterima dengan apa yang tertera 




A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual-Beli
Jual beli dapat dikatakan sebagai kegiatan didalam masyarakat antara penjual 
dan pembeli guna untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari. Dalam kegiatan jual beli 
harus ada kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli. 
Sehingga ada peralihan hak milik dari penjual kepada pembeli atas suatu barang. Jual 
beli adalah suatu perjajian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk 
menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga 
yang telah dijanjikan. Pihak yang satu (pihak penjual) menyerahkan atau 
memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan 
oleh pihak lain (pembeli), membayar harga yang telah disetujuinya. 
Meskipun tidak disebutkan dalam satu hal pasal undang-undang, namun sudah 
semestinya “harga” ini harus berupa sejumlah uang. Oleh karena bila tidak demikian 
dan harga itu berupa barang maka bukan lagi jual beli yang terjadi, tetapi tukar-
menukar atau barter.1 Dan jual beli juga merupakan perjanjian konsensuil, artinya ia 
sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah pada detik tercapainya sepakat 
1Subekti, Hukum Perjanjian, (Cet. ke 12; Jakarta: PT. Intermasa, 1987), h. 79
12
antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok yaitu barang dan 
harga. Hal ini dijelaskan pada Pasal 1458 KUHPerdata.2
Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan 
menurut syar'i artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. Di 

















"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat): “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil 
riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang meng-ulangi 
2Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Perikatan, 
pasal 1458.
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(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya".3
Riba> dari segi bahasa berarti penambahansementara para ahli hukum mengemukakan 
suatu kaidah yang berkaitan dengan masalah riba yaitu kullu qard}in jarra manfa‘ah 
fahuwa hara>mun )ﻛّل ﻗرض ﺟّر ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﮭو ﺣرام( “setiap piutang yang 
mengundang manfaat (melebihi jumlah utang) maka itu adalah haram (riba yang 
terlarang). Meskipun demikian suatu ketika seorang sahabat yang bernama Ja>bir bin 
‘Abdillah berhutang kepada Nabi saw., dan ketika melunasi hutangnya tersebut dia 
melebihkannya. Hal ini bukan melanggar kaidah yang telah disebutkan sebelumnya 
karena konteks kaidah berlaku jika orang yang memberikan hutang memberikan 
syarat untuk melebihkannya ketika klak akan melunasinya namun, pada peristiwa 
yang dialami oleh sahabat Nabi saw., di atas tidak ada unsur paksaan dan 
persyaratan.4
Riba itu ada dua macam: nasi>’ah dan fad}l. Riba nasi>’ah adalah 
pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fad}l adalah 
penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya 
karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas 
dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini 
3Kementerian Agama R.I., Al-Quran Terjemah. (Jakarta : Samad, 2014)
4M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Jilid I (Cet. 
V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 719.
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riba nasi>’ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman 
Jahiliyah.5
Penyebutan riba dalam ayat ini bergandengan dengan penyebutan jual beli. 
Hal ini menjadi perbandingan yang sangat berbeda dalam subtansinya dimana jual 
beli menguntungkan kedua belah pihak sedangkan riba merugikan salah satu pihak 
dan jual beli menuntut aktifitas mansuai sedangkan riba tidak. Allah swt. dengan 
tegas telah mengharamkan riba dan mnegandung hikmah dan nasihat bahwa orang-
orang yang mngindahkan peringatan tersebut akan mendatangkan manfaat baginya 
dan siapa saj yang mempersamakan jual beli dengan riba maka dia mengabaikan 
perintah Allah swt., dan akan mendapatkan siksanya yang pada penutup ayat ini 
dikatakan bahwa mereka akan kekal di dalam neraka.6
Dan dalam Hadits Riwayat Muslim: 5/10, Nabi Muhammad saw. bersabda:7
َﻋْﻦ َﺣِﻜﻴِﻢ ْﺑِﻦ ِﺣَﺰاٍم َﻋْﻦ اﻟﻨﱠِِّﱯ َﺻﻠﱠﻰ ا?ﱠُ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ َﻗﺎَل اْﻟﺒَـِّﻴَﻌﺎِن ?ِِْﳋَﻴﺎِر َﻣﺎ َْﱂ ﻳَـﺘَـَﻔﺮﱠَﻗﺎ َﻓِﺈْن 
َﺻَﺪَﻗﺎ َوﺑَـﻴـﱠَﻨﺎ ُﺑﻮِرَك َُﳍَﻤﺎ ِﰲ ﺑَـْﻴِﻌِﻬَﻤﺎ َوِإْن َﻛَﺬ?َ َوَﻛَﺘَﻤﺎ ُِﳏَﻖ ﺑَـَﺮَﻛُﺔ ﺑَـْﻴِﻌِﻬَﻤﺎ
Dari Hakim bin Hizam, dari Nabi saw., beliau bersabda, "Penjual dan pembeli 
mempunyai hak untuk memilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. 
Apabila mereka, penjual dan pembeli tersebut, berlaku jujur dan mau 
5M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Jilid I, h. 
720.
6M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Jilid I, h. 
721.
7Arwana Pratama, Hukum Jual Beli Online Menurut Syariat Islam, 
http://www.mediangaji.com/2014/11/hukum-jual-beli-online-menurut-syariat-islam.html, diakses 
tanggal 11 Oktober 2015
15
menerangkan (barang yang diperjualbelikan), niscaya mereka akan mendapat 
berkah dalam jual belinya. Sebaliknya, apabila mereka berbohong dan 
menutup-nutupi (apa-apa yang seharusnya diterangkan mengenai barang yang 
diperjual belikan), niscaya berkah dalam jual beli itu akan dihapus (hilang)"
1. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat menurut pasal 
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya artinya para pihak yang 
membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok 
atau materi yang diperjanjikan. Kesepakatan itu dianggap tidak ada 
apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun 
penipuan.
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian artinya kecakapan yang 
dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan 
cukup usia oleh hukum, yakni sesuai dengan ketentuan KUHPerdata, 
mereka yang telah cukup berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sudah atau 
pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah cukup usia, 
sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan 
perundangundangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Di 
dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris juga 
mengatur tentang kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan 
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hukum yakni paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun, hal ini 
terdapat dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 2 tahun 2014 
tentang perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang 
jabatan notaris. Batas umur seseorang untuk bisa cakap melakukan 
perbuatan hukum tidak hanya diatur di dalam KUHPerdata dan 
Undang-undang Jabatan Notaris, dalam Undang-Undang Perlindungan 
Anak juga mengaturnya, hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 yakni 
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi sudah jelas bahwa 
anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih bisa dikatakan 
cakap untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan 
yang berlaku.
c. Mengenai suatu hal tertentu artinya dalam membuat perjanjian, apa 
yang diperjanjikan harus jelas objeknya sehingga hak dan kewajiban 
para pihak bisa ditetapkan.
d. Suatu sebab yang dibolehkan artinya suatu perjanjian harus 
berdasarkan sebab yang sah yang tidak bertentangan dengan ketentuan 
Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu tidak 
bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan 
kesusilaan dan tidak bertentangan dengan undang-undang. 
Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena mengenai 
orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua 
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syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya 
sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.8 Akibat jika tidak 
terpenuhinya syarat subjektif dapat menyebabkan perjanjian itu dapat 
dibatalkan. Sebaliknya, apabila perjanjian itu disebabkan karena tidak 
terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum yaitu 
secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.
2. Unsur-unsur Perjanjian
Suatu perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:9
a. Unsur essentialia yaitu unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya 
perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, karena 
itu merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat-syarat adanya 
atau sahnya perjanjian ialah adanya kata sepakat atau persesuaian 
kehendak, kecakapan para pihak, obyek tertentu dan kausa atau dasar 
yang sah
b. Unsur naturalia yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus 
dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada 
dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat 
pada perjanjian
8Subekti, Hukum Perjanjian, h. 17
9Dwi Rizki Meicaecaria, “Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. 
Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk”(Jakarta, 2007) , www.scribd.com, (diakses pada 10 
September 2015)
18
c. Unsur accidentalia yaitu unsur yang harus dimuat atau harus disebut 
secara tegas dalam perjanjian.
3. Batalnya suatu perjanjian
Batalnya suatu perjanjian yaitu suatu perjanjian yang dibuat dengan 
tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yakni Pasal 1320 KUHPerdata, hal 
ini bisa berakibat kepada batalnya perjanjian. Dalam hukum perjanjian ada 
tiga sebab yang membuat cacat kehendak, yaitu:10
a. Paksaan adalah terjadi jika seseoarang memberikan persetujuannya 
karena ia takut pada suatu ancaman. Misalnya salah satu pihak karena 
diancam dan ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian.
b. Kekhilafan atau kekeliruan adalah apabila salah satu pihak khilaf 
tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang 
sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, 
ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. 
Misalnya khilaf mengenai barang, seseorang membeli sebuah lukisan 
yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian hanya 
turunan saja. Khilaf mengenai orang, seorang Direktur Opera 
mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang 
penyanyi yang tersohor, padahal itu bukan orang yang dimaksudkan 
hanya nama-namanya saja yang kebetulan sama.
10Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1989),  h.135
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c. Penipuan adalah apabila satu pihak dengan sengaja memberikan 
keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu 
muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. 
Misalnya mobil yang ditawarkan diganti dulu mereknya, dipalsukan 
nomor mesinnya. 
Dengan demikian, maka ketidakcakapan seseorang dan 
ketidakbebasan dalam memberikan kesepakatan pada suatu perjanjian, 
memberikan hak kepada pihak yang tidak cakap dan pihak yang tidak bebas 
dalam memberikan sepakatnya itu untuk meminta pembatalan perjanjiannya.11
4. Wanprestasi
Pelaku Usaha dalam perjanjian jual beli melalui transaksi e-commerce, 
dapat melakukan wanprestasi kepada para konsumen. Wanprestasi bisa 
diartikan sebagai ingkar janji atau tidak memenuhi sesuatu yang sudah 
menjadi kewajibannya. Wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu :12
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 
dijanjikan
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
11Subekti, Hukum Perjanjian, h. 24
12Subekti, Hukum Perjanjian, h.45
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Jika pelaku usaha tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang 
merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau 
katakanlah prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang 
buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi 
perjanjian. Wanpestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun 
kesengajaan. Wanprestasi kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha, jika 
pelaku usaha melakukan wanprestasi, misalnya saja dalam hal pengiriman 
barang yang mengalami keterlambatan waktu sampai ketangan konsumen.
Sebagai konsumen dapat menghubungi kembali pihak pelaku usaha 
untuk mengkonfirmasi keberadaan barang yang dibelinya. Atau ada juga 
pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dikategorikan 
sebagai penipuan.
Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen bisa melalui badan 
arbitrase. Sebaliknya jika konsumen yang melakukan wanprestasi bisa juga 
diselesaikan melalui arbitrase. Hal ini merupakan salah satu penyelesaian 
sengketa alternatif bagi kedua belah pihak.
B. Tinjauan Tentang E-commerce
1. Pengertian E-commerce
E-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk 
secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan 
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komputer sebagai perantara transaksi bisnis.13 E-commerce juga dapat 
diartikan bahwa adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan 
konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media online. 
Didalam pengertian lain, e-commerce yakni transaksi komersial yang 
dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan 
perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan dan 
peralihan hak.14
Dari berbagai definisi, terdapat kesamaan. Kesamaan tersebut 
memperlihatkan bahwa e-commerce memiliki karakteristik sebagai berikut:15
a) Terjadi transaksi antara dua belah pihak.
b) Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi.
c) Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme 
perdagangan tersebut.
2. Ruang Lingkup E-commerce
Kegiatan E-Commerce mencakup banyak hal, untuk membedakannya E-
Commerce dibedakan menjadi 3 berdasarkan karakteristiknya:16
13Andreas Viklund, E-commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat dan Ancaman 
menggunakan E-commerce, 2009, http://jurnal-sdm.blogspot.com, (diakses 3 September 2015)
14Aspek-aspek Hukum Tentang Pemalsuan Tanda Tangan Digital dalam E-commerce, 
http://elib.unikom.ac.id, (diakses 3 September 2015)
15Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis e-commerce perspektif Islam, (Yogyakarta: Magistra 
Insania Press, 2004),  h. 17
16Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis e-commerce perspektif Islam, h. 18
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a. Business to Business, karakteristiknya :
1. Trading partner yang sudah saling mengetahui dan antara mereka 
sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama.
2. Pertukaran yang dilakukan secara brulang-ulang dan berkala 
dengan format data yang telah disepakati.
3. Salah satu pelaku tidak harus menunggu partner mereka lainnya 
untuk mengirimkan data.
4. Model yang umumnya digunakan adalah peer to peer dimana 
processing intelligence dapat didistribusikan dikedua pelaku 
bisnis.
b. Business to Consumer, karakteristiknya :
1. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan secara umum.
2. Service yang dilakukan juga bersifat umum, sehingga 
mekanismenya juga dapat digunakan oleh orang banyak.
3. Service yang diberikan adalah berdasarkan permintaan.
4. Sering dilakukan system pendekatan client server.
c. Consumer to consumer, merupakan transaksi bisnis secara elektronik 
yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan 
tertentu dan pada saat tertentu pula.
3. Syarat Sahnya Perjanjian Jual-beli melalui e-commerce
Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian jual beli yakni sudah tertuang 
didalam Pasal 1320 KUHPerdata, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya 
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suatu perjanjian jual beli melalui e-commerce. Oleh karena e-commerce juga 
merupakan kegiatan jual beli yang perbedaannya dilakukan melalui media online. 
Hanya saja dalam jual beli melalui e-commerce dilakukan melalui media internet 
yang bisa mempercepat, mempermudah dan transaksi jual beli tersebut.17
Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, misalnya:
a. Beritikad baik (Pasal 17 ayat 2)
b. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan Informasi 
dan/atau Transaksi Elektronik (Pasal 8)
c. Menggunakan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta 
bertanggung jawab jawab (Pasal 15)
Dalam perjanjian e-commerce, terdapat proses penawaran dan proses 
persetujuan jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (seller) dengan 
pembeli (buyer) selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih 
dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pesanan atau pilihan barang telah 
diketahui oleh penjual. . Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli 
telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan 
atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk 
mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses 
terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang 
17Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, bab IV, pasal 15
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maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut 
berakhir.
4. Tujuan E-commerce
Dengan menggunakan e-commerce maka perusahaan dapat lebih efisien 
dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya. Pemanfaatan Teknologi 
Informasi dan Transaksi Elektronik tertuang di dalam Pasal 4 Undang-undang 
Informatika dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk:
a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat 
informasi dunia.
b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang 
untukmemajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan 
dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan 
bertanggung jawab.
e. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna 
dan penyelenggara teknologi informasi.
C. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen
1. Pengertian Konsumen
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Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 
Atau dapat juga diartikan sebagai beberapa orang yang menjadi pembeli 
atau pelanggan yang membutuhkan barang untuk kehidupanya. 
Pengertian konsumen di dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999, 
yang disebut juga UUPK (Undang-undang Perlindungan Konsumen) 
yakni “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, 
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.18
Konsumen di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari perlu adanya 
barang ataupun jasa. Pengertian barang menurut UUPK Pasal 1 angka 4 
yakni setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak 
maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, 
yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau 
dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan pengertian jasa menurut UUPK 
Pasal 1 angka 5 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau 
prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 
konsumen.19
18 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 4
19Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen”, (Bandung : Citra Umbara, 2011), h.24
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Pengertian konsumen di dalam UUPK adalah konsumen akhir. 
Konsumen akhir ialah setiap orang alami yang mendapat dan 
menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan 
hidupnya pribadi, keluarga, dan atau rumah tangga dan tidak untuk 
diperdagangkan kembali. Karena konsumen akhir memperoleh barang 
dan/atau jasa bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk digunakan, 
baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk 
hidup lain.
Syarat konsumen menurut Undang-undang Perlindungan 
Konsumen adalah:
a. Pemakai barang dan/atau jasa, baik memperolehnya melalui pembelian 
maupun secara cuma-cuma
b. Pemakaian barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, 
keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain.
c. Tidak untuk diperdagangkan
2. Hak dan Kewajiban Konsumen 
Menurut Pasal 4 UUPK, Hak konsumen adalah:
a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai 
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
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c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa.
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa 
yang digunakan.
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif.
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya.
Sedangkan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:20
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaianatau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan 
keselamatan.
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 
jasa.
20Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (PT Raja Grafindo 
Persada, 2008) ,h. 47
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c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut.
3. Pengertian Pelaku Usaha
Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi. Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas akan 
memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang 
dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam 
menemukan kepada siapa tuntutan diajukan.
Dalam transaksi e-commerce, pelaku usaha pasti memiliki 
persaingan dalam menjalankan usahanya. Dalam hal persaingan harga 
antara toko online yang satu dengan toko online yang lain. Ada juga toko 
online yang memberikan garansi uang kembali 100%, jika barang tidak 
sampai ketangan konsumen dengan berbagai persyaratan yang telah 
ditetapkan oleh pelaku usaha sebelumnya ketika terjadi klaim dari 
konsumen. Jadi dapat dijelaskan bahwa suatu unsur persaingan usaha 
sangat penting untuk mendapatkan ketertarikan untuk para konsumen.
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4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Hak pelaku usaha menurut UUPK Pasal 6 ialah:
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan. 
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang beritikad tidak baik.
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian 
hukum sengketa konsumen.
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan.
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya.
Kewajiban pelaku usaha di dalam Pasal 7 UUPK yakni:
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan 
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif. 
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d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau 
jasa yang berlaku.
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau 
garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
f. Memberi kompensasi , ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 
yang diperdagangkan.
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perjanjian.
5. Pengertian Perlindungan Konsumen
Perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi sangat penting 
dimana hak konsumen dilanggar dan pelaku usaha tidak memenuhi 
kewajibannya. Pengertian Perlindungan Konsumen itu sendiri menurut UUPK 
pada Pasal 1 ayat (1) adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 
hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.21
Hukum perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai aturan-aturan 
guna mensejahterahkan masyarakat, bukan saja selaku konsumen yang 
21Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Bandung: Citra 
Umbara, 2011), h. 13
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mendapatkan perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang 
sama untuk mendapatkan perlindungan. Menurut pendapat Az. Nasution, 
hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. 
Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah 
hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama 
lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam kehiduapan 
sehari-hari.22
6. Asas-asas Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen menganut lima asas yaitu :23
a. Asas-asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa 
segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen 
harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan 
konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
b. Asas Keadilan dimaksudkan untuk agar partisipasi seluruh rakyat 
dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan 
kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 
melaksanakan kewajibannya secara adil.
22Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) , 
h. 13
23Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 25
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c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam 
arti materiil dan spiritual.
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 
konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 
konsumen untuk menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 





A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan 
secara yuridis normatif yaitu sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti  
dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan yang bersifat normatif yakni meliputi 
asas-asas hukum, perbandingan hukum atau sejarah yang menguraikan tentang 
norma-norma, pasal-pasal perundangan. Dan uraian tersebut dikemukakan dalam 
kerangka teori yang digunakan untuk membahas dalam penyajian data. Pendekatan 
normatifnya ialah dengan membaca, mempelajari, dan menguraikan mengenai 
implementasi pembelian barang yang tidak sesuai dengan pesanan melalui e-
commerce. Sejauh mana peraturan-peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
berkaitan dengan masalah tersebut.1
                                                          
1Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung: 
Mandar Maju, 1995), h. 60
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2. Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan 
skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Kota Makassar
BPSK Kota Makassar dipilih karena badan penyelesaian sengketa konsumen 
merupakan suatu lembaga khusus yang telah di atur dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen yang khusus menangani sengketa konsumen. Tugas utama 
dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada intinya adalah menangani 
sengketa konsumen melalui jalan mediasi, arbitrase maupun konsiliasi.
B. Metode Pendekatan
Pendekatan secara Yuridis Normatif yaitu sebagai usaha mendekatkan
masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan yang bersifat 
normatif yakni meliputi asas-asas hukum, perbandingan hukum atau sejarah yang 
menguraikan tentang norma-norma, pasal-pasal perundangan
C. Jenis dan Sumber Data
1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang 
terdiri dari peraturan perundang-undangan, Undang-undang Dasar 
1945, KUHPerdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008
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2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya 
menjelaskan bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku literatur, 
jurnal-jurnal hukum teori pendapat yang berkaitan erat dengan 
permasalahan yang dikaji serta pengumpulan data melalui 
wawancara.2
D. Metode Pengumpulan data
Penelitian ini adalah field research, maka data penelitian ini diperoleh 
dengan berbagai cara yaitu:
1. Wawancara, yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 
langsung
2. Melalui studi kepustakaan, yakni dilakukan dengan cara mempelajari 
dan mengkaji berbagai buku, dokumen dan peraturan perundang
undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang 
perlindungan konsumen.
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis 
yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum yang 
menjadi obyek penelitian. Sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah 
pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis kualitatif ini
                                                          
2Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Cet. Ke-12; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 
h. 113
36
ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasar mutu dan sifat yang nyata berlaku 
dalam masyarakat. Analisis kualitatif tidak mendasarkan penelitiannya pada 
pengumpulan data dari lokasi yang luas dengan responden yang banyak. Jadi 
walaupun lokasinya terbatas, respondennya sedikit, jika data-data yang didapat itu 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pembelian Barang Melalui E-commerce Menurut Ketentuan 
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
1. Terjadinya kesepakatan
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 BW). Agar suatu 
Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus 
memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW. 
Mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu syarat pertama (adanya kata sepakat) dan 
syarat kedua (adanya kecakapan) yang diatur alam pasal 1320 KUH.Perdata 
disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek 
perjanjian. 
Apabila syarat diatas tidak dipenuhi mengakibatkan perjanjiannya dapat 
dibatalkan (vernietigbaar). Selama tidak dibatalkan, perjanjian tersebut tetap 
mengikat. Perjanjiannya dibatalkan (vernietigbaar) yang berarti  perjanjian tetap 
berlangsung selama para pihak atau pihak ketiga yang terkait dengan perjanjian 
belum memintakan pembatalan dan diputuskan batal.
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Sedangkan, yang berkaitan dengan syarat ketiga yaitu adanya hal tertentu 
atau objek perjanjian dan yang keempat (adanya causa yang diperbolehkan) yang 
diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata disebut dengan syarat obyektif, karena hal 
itu mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Apabila syarat ini tidak 
dipenuhi, maka mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (nietigheid/nietig 
van rechts wege) . Batal demi hukum (nietigheid/nietig van rechts wege)  yang 
artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada sehingga tiada dasar untuk saling 
menuntut di muka hakim (pengadilan).
Walaupun dalam suatu perjanjian sudah berdasarkan dengan syarat sahnya 
perjanjian, perjanjian tersebut akan mempunyai akibat. Akibat dari adanya 
perjanjian ini diatur dalam pasal 1338 KUH.Perdata. Berikut ini terperinci akibat 
dari adanya perjanjian menurut KUH.Perdata, sebagai berikut:
a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah menurut undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya. Artinya apabila perjanjian itu dilanggar oleh 
salah satu pihak dapat dituntut dimuka hakim. Disamping itu perjanjian yang 
dibuat itu mengikat sifatnya kepada kedua belah pihak. 
b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat atau 
persetujuan kedua belah pihak. Dalam artian, jika membatalkan suatu 
perjanjian secara sepihak dilarang, karena kata sepakat antara kedua belah 
pihak merupakan syarat sahnya suatu perjanjian.
c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Untuk menentukan 
kriteria dengan itikad baik memang sulit sehingga diperlukan adanya 
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penafsiran sesuai dengan pasal 1339 KUH.Perdata yaitu perjanjian tidak 
hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, 
tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh 
kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
Untuk mengaktualisasikan isi Pasal 1339 KUHPerdata ada beberapa 
pedoman cara penafsiran dalam pelaksanaan penafsiran, yaitu :
1. Jika kata-kata dalam perjanjian itu sudah jelas, tidak diperkenankan 
ditafsirkan (Pasal 1342 KUH.Perdata).
2. Untuk melakukan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian ada beberapa 
pedoman seperti :
1) Maksud pihak-pihak mencari penjelasan dari pihak-pihak tentang 
maksud dari isi perjanjian tersebut (pasal 1343 KUH.Perdata).
2) Memungkinkan perjanjian itu dilaksanakan (Pasal 1343 KUH.Perdata).
3) Kebiasaan setempat (Pasal 1346 KUH.Perdata).
4) Dalam hubungan perjanjian keseluruhan (Pasal 1348 KUH.Perdata).
5) Berdasarkan akal sehat (common sense).
Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, 
akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, 
sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang 
sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan 
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk 
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hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala 
sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan 
atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa 
kerugian kepada pihak ketiga.
Dalam konteks “lex electronica’ artikel 11 model hukum UNCITRAL, 
Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Trransaksi 
Elektronik dan naskah akademisnya, masing-masing rujukan ini secara jelas 
mengatakan bahwa perjanjian e-commerce adalah bentuk perjanjian jual beli 
yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional. 
Namun, memiliki karakteristik dan aksentuasi berbeda dengan perjanjian yang 
lazim berlaku dalam transaksi jual beli konvensional. Hal ini menggambarkan 
bahwa dalam e-commerce kesepakatan antara pembeli dan penjual dilakukan 
secara elektronik. Kondisi ini menyebabkan prinsip-prinsip dalam hukum 
perjanjian konvensional, seperti syarat sahnya suatu perjanjian harus 
mengalami perubahan yang cukup mendasar. Tentu saja masalahnya adalah 
bahwa perjanjian-perjanjian jual beli dalam ranah e-commerce berlangsung 
dalam pranata click and-point agreement, karena cara ini dianggap satu-
satunya yang praktis untuk mencapai kesepakatan jual beli dalam transaksi e-
commerce.
Menurut penulis, model kesepakatan yang dimaksudkan dalam 
KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian merupakan suatu 
revolusioner dari model perjanjian jual beli dalam e-commerce, selain syarat 
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subjektif dan syarat objektif yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, ada 
hal lain yang merupakan pengembangan teknologi dan era transaksi sekarang 
ini yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi dimana pembeli 
dan penjual tidak mesti bertatap muka langsung. Dalam hal ini perjanjian 
yang dilakukan secara online itu memanfaatkan media internet sebagai bagian 
yang tidak terpisahkan dalam transaksi e-commerce. 
2. Terjadinya wanprestasi
Dalam kamus hukum bahasa Belanda-Indonesia-Inggris istilah 
wanprestasi merupakan terjemahan dari bahasa Belanda wanprestatie yang 
berarti kealpaan, kelalaian atau tidak memenuhi/menepati kewajibannya 
seperti dalam perjanjian atau dalam istilah bahasa Inggris breack of contract 
yang berarti pihak yang berkewajiban (debitur) yang tidak memenuhi 
kewajibannya. Istilah wanprestasi menurut Subekti berasal dari istilah bahasa 
Belanda wanbeheer yang berarti pengurusan buruk atau wanhaad yang berarti 
perbuatan buruk, jika kedua istilah ini dikaitkan dengan perikatan, ia “alpa” 
atau “lalai” atau “ingkar janji”, atau juga ia melanggar perikatan, bila ia 
melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.1
Tidak terpenuhinya kewajiban (wanprestasi) dalam suatu perikatan 
dapat disebabkan dua hal, yaitu:
                                                          
1Marilang, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, (Makassar: Alauddin 
University Press, 2013), h. 119-121 
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1. Disebabkan karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan 
maupun karena kelalaiannya;
2. Disebabkan karena keadaan memaksa (force majeur) atau diluar 
kemampuan (overmacht).
Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) debitur dilihat dari segi 
bentuknya dapat berupa empat macam, yaitu:
1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya atau 
sama sekali tidak memenuhi prestasi. Artinya, debitur tidak 
memenuhi kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam 
suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan 
undang-undang dalam perikatan yang lahir dari undang-undang.
2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 
dijanjikan atau tidak tunai memenuhi prestasi. Artinya, debitur 
memenuhi prestasi tetapi tidak seluruhnya dipenuhi sebagaimana 
diperjanjikan atau yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan 
yang lahir dari undang-undang.
3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat atau terlambat 
memenuhi prestasi. Artinya, debitur memenuhi prestasi tetapi 
terlambat, karena lewat dari waktu yang ditentukan dalam 
perjanjian
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4) Keliru memenuhi prestasi. Artinya, debitur melaksanakan atau 
memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan dalam 
undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut 
kualitasnya.
Dalam wawancara penulis dengan Bapak Rustan,2 wanprestasi itu 
ketika barang yang dipesan oleh konsumen ternyata tidak sesuai dengan apa 
yang dikehendaki ketika pemesanan, Beliau mengatakan bahwa:
Mengenai siapa yang wanprestasi, perlu dicermati setiap kasus. 
Namun yang berpeluang wanprestasi adalah penjual (pelaku usaha) 
yang menerima pesanan dari konsumen. Dalam memakai e-commerce
pihak jasa pengiriman tidak terlalu berpeluang karena dia hanya 
bergerak dalam jasa pengiriman. Jangka waktu pengiriman boleh 
disepakati, jika konsumen ingin cepat mendapatkan pesanan dengan 
biaya yang lenih mahal tentunya yang ditentukan oleh pihak jasa 
pengiriman. Baik pelaku usaha maupun konsumen keduanya 
berpeluang melakukan wanprestasi. Jika konsumen tidak cermat 
memesan barang boleh saja terjadi. Pelaku usaha juga demikian jika 
tidak cermat memeriksa pesanan konsumen, maka bisa saja barang 
yang dikirim tidak sesuai dengan order konsumen. Tegasnya jasa 
pengiriman tidak terlalu mendukung terjadinya wanprestasi.
Dari penjelasan diatas penulis dapat memberikan pendapat bahwa 
peluang lebih besar dalam melakukan wanprestasi pada pembelian secara 
online dengan menggunakan e-commerce adalah pada pelaku usaha. Menurut 
informan ketika pembeli memesan barang yang dikehendakinya itu 
berpatokan pada apa yang ditampilkan pada beranda toko online pelaku usaha 
                                                          
2Rustan, Anggota BPSK Kota Makassar Periode 2002-2007 dan Periode 2010-2015, 
Wawancar, Makassar, 11 Februari 2016.
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dalam bentuk gambar produk, sehingga apa yang dilihat pada saat pemesanan 
itu juga yang diinginkan oleh pemesan (pembeli). Oleh karenanya ketika 
barang yang diterima ternyata tidak sesuai dengan apa yang tertera di beranda 
tempat pemesanan barang, maka saat itu dapat dikatatan pelaku usaha telah 
melakukan wanprestasi.
Dihubungkan dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyebutkan Setiap 
Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi 
elektronik merupakan dasar bagi pelaku usaha untuk dikatakan melakukan 
wanprestasi.
Dari pasal diatas dapat menjadi rujukan bagi konsumen yang 
mengalami kerugian untuk melaporkan pelaku usaha yang tidak bertanggung 
jawab atas barang yang dijualnya. Atau dengan kata lain pelaku usaha tersebut 
telah melakukan wanprestasi.
B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Melakukan Transaksi E-
Commerce Yang Dirugikan
Satu faktor terpenting yang mendorong lahirnya Undang-undang No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah tingginya derajat 
pelanggaran hak konsumen dalam dasawarsa sebelumnya. Berbagai pelanggaran 
ini sangat intensif pada awal 1970 hingga tahun 1998. Hal ini disebabkan banyak 
pelaku usaha (produsen) menikmati kebijakan-kebijakan politik hukum yang 
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digariskan dalam pola pembangunan jangka panjang 25 (dua puluh lima tahun). 
Meskipun karakteristik sasaran pokok dari strategi pembangunan growth-equality 
adalah pertumbuhan dan pemerataan, pemerintah pada waktu itu (orde baru) tetap 
menyokong pelaku usaha (konglomerat) untuk memenuhi kebutuhan pokok 
masyarakat dan kebutuhan pembangunan disegala sektor.3
Tentu saja perlu harmonisasi ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam 
rangkaian pasal 4 UUPK, karena UU ITE   sudah menentukan bahwa pengguna 
informasi dalam media elektronik yang terkait dengan data pribadi seseorang 
harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan (pasal 26 ayat 1). 
Apalagi perseorangan yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas 
kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UU ITE (Pasal 26 ayat 2). Tindakan yang 
rasional jika legislator melakukan sinkronisasi atas beberapa ketentuan yang 
terdapat dalam UUPK. Misalnya, dengan penambahan klausul yang menegaskan 
bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas data-data 
pribadi.4
Menurut penulis dengan adanya sinkronisasi antara Undang-undang 
Perlindungan Konsumen dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik ini menjadi dasar hukum yang menguatkan posisi konsumen dan 
                                                          
3Iman Sjahputra, Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, (Bandung : Alumni, 
2010) h. 135-136
4Iman Sjahputra, Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, h. 159
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seimbang dengan pelaku usaha sehingga keseimbangan antara keduanya yaitu 
konsumen dan pelaku usaha akan  memberikan atau menciptakan  iklim usaha 
yang benar-benar sehat.
Transaksi perdagangan secara elektronik memungkinkan pelaku usaha 
menjual barang (atau jasa) tanpa terlebih dahulu memperlihatkan kondisi fisik 
barang yang dijual kepada konsumen. Keadaan itu memberi kesempatan yang 
luas kepada pelaku usaha untuk menjual barang dan jasa yang kualitasnya tidak 
sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Bahkan, konsumen sangat mungkin 
tidak mengetahui kredibilitas pelaku usaha yang menjual barang atau jasa 
tersebut. Oleh karena itu, cukup besar proporsi pelaku usaha untuk melakukan 
tindakan curang dalam aktivitas transaksi elektronik. Padahal dalam Pasal 7 huruf 
(d) UUPK secara jelas menentukan bahwa, pelaku usaha wajib memberi 
kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang atau jasa 
tertentu serta memberi jaminan atau garansi terhadap barang yang dibuat atau 
yang diperdagangkan.
Bagaimanapun, ketentuan ini tidak dapat penuh diterapkan kepada aktivitas 
perdagangan secara online. Oleh karena ciri khas perdagangan online justru 
terletak didalam sifatnya yang virtual. Menurut penulis hal seperti itu memang hal 
yang sulit diterapkan dalam kenyataan dilapangan. Akan tetapi, walaupun 
aktivitas perdagangan online sifatnya virtual, perlu ditekankan bahwa tindakan 
dan perbuatan hukumnya adalah sangat nyata. Oleh sebab itu, subjek pelakunya 
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harus dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum 
secara nyata. Hal ini dapat dibaca dalam naskah akademik Undang-undang No. 8 
Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Oleh karena itu, tidak ada cara lain kecuali membuka kesempatan yang luas 
kepada konsumen untuk dapat mengembalikan barang yang ternyata tidak sesuai 
dengan apa yang telah dijanjikan. Hal ini juga ditegaskan dalam karena Pasal 28 
ayat (1) UU ITE juga dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang dilarang 
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian 
konsumen dalam transaksi elektronik.
Dalam Pasal 17 ayat (1) UUPK juga melarang pelaku usaha membuat 
iklan yang mengelabui konsumen. Bahkan, ketentuan ini menegaskan bahwa 
pelaku usaha tidak boleh mencantumkan kualitas dan kuantitas barang, bahan, 
kegunaan, maupun harga barang ataupun jasa yang sifatnya mengelabui 
konsumen. Disamping itu, pelaku usaha juga dituntut memberikan informasi yang 
relatif tepat tentang waktu penerimaan barang ataupun jasa yang telah dipesan 
oleh konsumen. Namun, pelaku usaha yang menjual barang ataupun jasa lewat 
situs-situs tertentu sering tidak dapat menjamin kapan barang ataupun jasa 
tersebut dapat diterima oleh konsumen. Oleh karena itu, perlu derajat pengawasan 
yang lebih besar dan efektif untuk mendisiplinkan situs-situs yang tidak sesuai 
dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UUPK. Tentu saja pengawasan yang semacam 
ini tidak dapat sepenuhnya diterapkan, mengingat tidak seluruh situs belanja 
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online berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia. Meskipun demikian, 
pengawasan itu masih mungkin diselenggarakan terutama terhadap situs-situs 
yang masuk dalam yurisdiksi hukum Indonesia. Bahkan, implementasi delik 
formal dapat langsung dijadikan dasar argumentasi hukum bagi likuidasi situs-
situs belanja online yang memang terbukti melanggar ketentuan Pasal 17 UUPK. 
Implementasi delik formal terhadap pelanggaran ketentuan ini pada prinsipnya 
dapat diterima karena Pasal 17 ayat (2) memberi jawaban yang tegas bahwa 
pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah 
melanggar ayat (1).5
1. Pelaksanaan dan pembatalan perjanjian
Pada Pasal 1234 BW disebutkan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah 
untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”. 
Pasal ini menentukan tiga jenis yang dapat dijanjikan dalam suatu perjanjian 
yang sering disebut prestasi, maka tiga jenis pula pokok perjanjian yang harus 
dilaksanakan, yaitu:6
1) Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang. Termasuk 
didalamnya adalah perjanjian: jual beli, barter (tukar-menukar), 
penghibahan/pemberian, sewa-menyewa, dan pinjam pakai
                                                          
5Iman Sjahputra, Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, h. 161-162
6Marilang, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, h. 297
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2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Termasuk didalamnya adalah perjanjian: 
untuk membuat lukisan, perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membuat 
sebuah garansi, dan sebagainya
3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Termasuk didalamnya adalah 
perjanjian: untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak 
mendirikan dan memberikan nama suatu perusahaan yang sejenis dengan 
kepunyaan orang lain, dan sebagainya.
Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kebatalan suatu 
perjanjian, yaitu sebagai berikut:
1) Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang 
untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi 
hukum
2) Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat:
a) Perjanjian batal demi hukum, atau
b) Perjanjian dapat dibatalkan
3) Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat
4) Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar action pauliana
5) Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang
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Dalam sistem hukum perdata Indonesia terdapat beberapa 
istilah yang berkaitan dengan kata batal, yaitu,”batal”, “batal demi 
hukum”, “dapat dibatalkan”, “membatalkan’, dan “kebatalan”. 
Menurut Elly Erawati dan Herlien Budiono bahwa frasa “batal demi 
hukum” merupakan frasa khas bidang hukum yang bermakna “tidak 
berlaku, tidak sah menurut hukum”. Dalam pengertian umumnya, kata 
batal (saja) sudah berati tidak berlaku, tidak sah. Jadi, walaupun kata 
“batal” sudah cukup menjelaskan bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku 
atau tidak sah, rupanya frasa “batal demi hukum” lebih memberikan 
kekuatan, sebab tida berlaku atau tidak sahnya sesuatu dibenarkan atau 
dikuatkan oleh hukum, bukan hanya tidak berlaku menurut 
pertimbangan subjektif seseorang atau menurut kesusilaan/kepatutan. 
Batal demi hukum berarti bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau 
tidak sah karena berdasarkan hukum (dalam arti sempit, berdasarkan 
peraturan perundang-undangan). Dengan demikian, “batal demi hukum 
menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut 
terjadi seketika, spontan, otomatis, atau dengan sendirinya, sepanjang 
persyaratan atau keadaan yang membuat batal demi hukum itu 
terpenuhi.7
                                                          
7Marilang, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, h. 252
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Dalam hal transaksi online calon pembeli masih dapat 
membatalkan pesannya ketika belum melakukan pembayaran. Hal ini 
sering terjadi karena calon pembeli dengan pelaku usaha tidak saling 
bertatap muka langsung yang menjadikan resiko untuk terjadinya 
pembatalan itu semakin tinggi dikarenakan tingkat keraguan calon 
pembeli akibat takut barang yang nantinya akan dipesan tidak sesuai 
dengan apa yang dikehendaki. Hal ini muncul karena calon pembeli 
merasa takut mengalami kerugian seperti: 
a. Kesesuaian barang biasanya membuat pelanggan kecewa dengan 
produk yang telah dia beli karena tidak sesuai dengan barang yang 
ada di dalam foto di website, hal ini karena pembeli tidak bisa 
melihat kondisi barang secara langsung.
b. Proses pengurusan garansi yang tidak jelas, dan kadang sulit. 
c. Konsumen kadang-kadang ragu jika terjadi penipuan
d. Kepercayaan menjadi modal utama dalam transaksi, akan tetapi 
saat ini terjadi krisis kepercayaan dimasyarakat Indonesia sendiri.
e. Mengannggap reputasi toko online yang buruk untuk wilayah 
Indonesia sendiri.
Namun disisi lain ketika pembeli merasa yakin dengan apa yang 
dilihatnya maka ada keuntungan yang bisa diperoleh yakni:
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a. Pembeli dengan mudah mendapatkan barang tanpa pergi ke toko, 
dan melakukan penawaran terhadap suatu barang, karena bisa 
dengan langsung melakukan penawaran harga terhadap suatu 
barang sebelum terjadi harga yang sesuai dengan kedua belah 
pihak.
b. Pembeli dapat menghemat waktu dalam mendapatkan barang.
c. Tidak susah ke toko cari barang yang diinginkan.
d. Lebih cepat komunikasi via internet yang biasa didukung dengan 
dengan nomor seluler (HP)
2. Penyelesaian sengketa
Sengketa ialah adanya perselisihan atau konflik antara kedua belah pihak 
dalam suatu permasalahan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua 
belah pihak tersebut. Sedangkan pengertian dari penyelesaian sengketa itu sendiri 
adalah cara atau bentuk bagaimana kedua belah pihak dalam menyelesaikan 
pertentangan atau konflik terhadap suatu permasalahan. Bentuk-bentuk 
penyelesaian Sengketa :
a. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
Penyelesaian sengketa dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik yang kemudian disingkat menjadi UU ITE Pasal 38, 
menjelaskan bahwa:
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1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang 
menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi 
informasi yang menimbulkan kerugian.
2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap 
pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau 
menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan 
masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kondisi ini kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 39 UU ITE, yang 
menyatakan :
1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau 
lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Dalam hal kekuatan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam 
melakukan pembelanjaan dengan menggunakan e-commerce didalam 
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 menurut Bapak Rustan yaitu :8
“Keberadaan UU ITE terhadap konsumen yang dirugikan dalam e-
commerce memperkuat posisi hukum konsumen. Hal ini dapat dibaca 
pada pasal 3 dan 4 mengenai asas dan tujuan, juga pada pasal 38 dan 39
                                                          
8Rustan, Anggota BPSK Kota Makassar Periode 2002-2007 dan Periode 2010-2015, 
Wawancara, Makassar, 11 Februari 2016.
54
mengenai penyelesaian sengketa terhadap konsumen yang dirugikan 
akibat perjanjian dengan menggunakan sistem elektronik.”
Maksud dari gugatan secara perwakilan yakni suatu cara yang 
diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam 
suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat 
sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota 
kelompok.9 Maka dapat disimpulkan bahwa gugatan secara perwakilan ini 
suatu kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan masalah dan menggugat 
secara bersama-sama guna mempertahankan dan dapat tercapainya 
kepentingan atau tujuan kelompok.
Sedangkan pada Pasal 39 ayat 1 yang mengenai gugatan perdata 
dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang 
dimaksud dari gugatan perdata yakni syarat-syarat pengajuan permohonan 
secara tertulis yang mencari kebenaran secara formil atau mencari kebenaran 
yang sesungguhnya berdasar kepada apa yang dikemukakan oleh para pihak 
dan tidak boleh melebihi dari itu untuk mencapai adanya perdamaian antara 
kedua belah pihak. Kemudian pada ayat 2, Arbitrase dimaksudkan kekuasaan 
untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan.
b. Melalui Alternative Dipute Resolution (ADR)
ADR merupakan suatu istilah asing yang perlu dicarikan padanannya 
dalam bahasa Indonesia. Berbagai istilah dalam bahasa Indonesia telah 
                                                          
9Dinpascaunla, Tinjauan Mengenai Gugatan Class Actions dan Legal Standing Di Peradilan 
Tata Usaha Negara, http://wonkdermayu.wordpress.com, (diakses pada 19 September  2015)
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diperkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak, seperti pilihan 
penyelesaian sengketa (PPS), mekanisme alternatif penyelesaian sengketa 
(MAPS), pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan mekanisme 
penyelesaian secara kooperatif.
Alternative Dipute Resolution (ADR) sering diartikan sebagai 
alternative to litigation dan alternative to adjudication. Pemilihan terhadap 
salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. 
Apabila pengertian pertama yang menjadi acuan (alternative to litigation), 
seluruh mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan, termasuk 
arbitrase, merupakan bagian dari ADR. Apabila ADR (di luar litigasi dan 
arbitrase) merupakan bagian dari ADR, pengertian ADR sebagai Alternative 
to adjudication dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat 
konsensus atau kooeratif seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.10
Dalam ADR terdapat bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yakni melalui:11
1) Negosiasi adalah proses berunding secara damai untuk mencapai 
kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa adanya pihak ketiga 
sebagai penengah.
2) Mediasi adalah proses penyelesaian kedua belah pihak yang 
bersengketa, yang di dalamnya terdapat mediator sebagai penasihat.
                                                          
10Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase, Proses pelembagaan 
dan Aspek Hukum, (Ciawi-Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, 2004) 35-36
11Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, , 
2001)  h. 355
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3) Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan para pihak yang 
berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan 
pihak ketiga.
4) Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar 
pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis 
oleh pihak yang bersengketa.
Bentuk penyelesaian untuk sengketa e-commerce itu sendiri bisa 
dilakukan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif 
berupa arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Pada pelaksanaannya 
penyelesaian sengketa e-commerce di Indonesia belum sepenuhnya bersifat 
online, namun undang-undang arbitrase memberikan kemungkinan 
penyelesaian sengketa dapat secara online dengan menggunakan e-mail, maka 
para pihak yang bersengketa bisa menyelesaikan sengketanya secara online
tanpa harus bertemu satu sama lain12. Hal yang sama juga dikemukakan oleh 
Bapak Rustan yang mengatakan bahwa:13
Hal itu mungkin saja dilakukan sepanjang komunikasi terjadi antara 
para pihak dan BPSK. bahkan penyelesaian sengketa dapat diselesaikan 
secara online, misalnya dengan “mediasi online”. BPSK sangat terbuka 
mengenai pilihan cara penyelesaian sengketa.
                                                          
12Karina Lesty WP, Perjanjian Jual Beli dalam Transaksi E-commerce, 2011, 
http://repository.unila.ac.id, (diakses pada hari rabu tanggal 19 September  2015)
13Rustan, Anggota BPSK Kota Makassar Periode 2002-2007 dan Periode 2010-2015, 
Wawancara, Makassar, 11 Februari 2016.
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c. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Penyelesaian sengketa menurut UUPK terdapat dalam Pasal 45 yaitu:
1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha 
melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara 
konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada 
dilingkungan peradilan umum.
2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan 
atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 
bersengketa.
3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana 
diatur dalam undang-undang.
Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar 
pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 
upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para 
pihak yang bersengketa.
Dari penjelasan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektonik telah memberikan wewenang kepada 
salah satu lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara 
konsumen dan pelaku usaha. Lembaga yang dimaksud adalah Badan 
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Penyelesaian Konsumen (BPSK). Dalam hal ini, penulis melakukan 
penelitian di BPSK Kota Makassar untuk mendapatkan informasi tentang 
apa yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini dan berdasarkan 
informasi dari Ibu Sri Rejeki mengatakan bahwa:14
Sejak Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Makassar 
dibentuk dan aktif pada tahun 2002 hingga saat ini ( Bulan Februari 
2016) belum ada konsumen yang mengadu akibat belanja online 
dengan menggunakan e-commerce.
Lebih lanjut lagi beliau menjelaskan bahwa kendala yang mungkin 
ditemukan pada para konsumen sehingga tidak mau melaporkan kerugian 
yang dialaminya terhadap barang yang dipesannya melalui toko online
kepada lembaga BPSK adalah:
- Konsumen tidak/belum tahu tentang keberadaan BPSK
- Kerugian konsumen dianggap kecil sehingga tidak layak diajukan ke 
BPSK
- Konsumen sibuk
- Konsumen merasa butuh biaya, waktu, dan tenaga ke BPSK
Dari beberapa alasan yang dikemukakan oleh informan diatas dapat 
penulis berpendapat bahwa paradigma masyarakat dalam hal ini terkhusus 
kepada para konsumen masih cenderung menganggap bahwa menyelesaikan 
perkara di pengadilan itu memerlukan biaya dan waktu yang tidak sebentar, 
nominal kerugian yang dialami oleh konsumen dianggap tidak sepadang jika 
mesti menyelesaikan di pengadilan, baik secara litigasi maupun non litigasi.
                                                          
14Sri Rejeki Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian, Wawancara, 
Makassar, 11 Februari 2016.
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Alasan lain yang didapati dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa 
tingkat pengetahuan tentang keberadaan BPSK itu sendiri sebagai lembaga 
pengaduan konsumen atau pelaku usaha kurang mendapat perhatian. Hal ini 
menyebabkan sampai sekarang belum ada satupun korban (konsumen) yang 
mengadukan kerugian yang dialaminya akibat melakukan transaksi e-
commerce dalam hal ini pembelian barang melalui toko online yang tidak 
sesuai dengan pesanan. 
Dalam wawancara kembali dengan Bapak Rustan, penulis 
menanyakan tentang apakah kemungkinan BPSK memanggil pihak tergugat 
(pelaku usaha) berada diluar wilayah hukum pengadilan tergugat, beliau 
berpendapat bahwa:15
Hal seperti itu dimungkinkan, namun dengan sistem permintaan bantuan 
kepada BPSK yang mewilayahi tempat tinggal pelaku usaha, oleh 
karena dalam sengketa konsumen, penyelesaian tidak tunduk kepada 
asas “Actor sequitur forum rei”
Asas “Actor Sequitur Forum Rei” adalah asas dalam hukum acara 
perdata yang menerangkan tentang dimanakah seharusnya gugatan itu 
diajukan. Berdasarkan pada asas ini, maka pada prinsipnya gugatan Hukum 
Acara Perdata itu diajukan di pengadilan negeri tempat tinggal tergugat (Pasal 
                                                          
15Rustan, Anggota BPSK Kota Makassar Periode 2002-2007 dan Periode 2010-2015, 
Wawancara, Makassar, 11 Februari 2016
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142 R.Bg (1). Asas ini juga pada dasarnya menjadi acuan mengenai 
kompetensi relatif pengadilan dalam hukum acara perdata.16
Dalam pengaturannya lebih lanjut, asas ini kemudian diterjemahkan 
dalam beberapa aturan yang lebih spesifik lagi yang apabila konteks sengketa 
perdata yang terjadi telah melibatkan lebih dari satu pihak atau pihak-pihak 
dalam posisi yang khusus ataukah sengketa perdata khusus yang kemudian 
tidak diatur dalam B.W, H. I. R / R.Bg atau R.V. melainkan dalam undang-
undang yang khusus, juga tambahan dari sumber-sumber hukum perdata 
lainnya. 
Adapun pengembangan dari penerapan asas ini antara lain, Dalam Pasal 142 
R.Bg yaitu :
1. Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi 
wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh 
seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut 
dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani 
olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua 
pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal 
tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat 
tinggalnya yang sebenarnya.
                                                          
16Andi Ryza Fardiansyah, Asas actor sequitur forum rei, 
http://asashukum.blogspot.co.id/2012/07/asas-actor-sequitur-forum-rei.html, (diakses 02 Maret 2016)
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2. Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak 
di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan 
kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di 
antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para 
tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka 
sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam 
ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan 
Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan 
kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutan 
pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok.
3. Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman 
yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada 
ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para 
penggugat.
4. Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka 
penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan 
negeri di tempat pilihan itu.
5. Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan 
kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; 
jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan 
negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri 
tersebut atas pilihan penggugat. (IR. 119.)
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Dengan tidak tunduknya penyelesaian konsumen pada asas 
diatas, maka lebih memberikan kelonggaran dalam penyelesaian 
sengketa yang dialami oleh konsumen karena para pihak dapat 
melukukan proses beracara disuatu tempat yang berbeda dengan seizin 
BPSK yang menaungi wilayah para pihak yang bersengketa.
Kemudian, seperti pernyataan yang dikemukakan Bapak Rustan 
sebelumnya, tidak tunduknya dalam sengketa konsumen atas asas 
actor sequitur forum rei memberikan keleluasaan bagi lembaga BPSK 
untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Salah satu bentuknya yaitu 





1. Pelaksaan perjanjian jual beli dalam ranah e-commerce berlangsung dalam 
pranata click and-point agreement, karena cara ini merupakan cara yang 
praktis untuk mencapai kesepakatan jual beli dalam transaksi e-commerce. 
Dalam hal ini perjanjian yang dilakukan secara online (perjanjian e-
commerce) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian 
konvensional. Namun, memiliki karakteristik dan aksentuasi berbeda dengan 
perjanjian yang lazim berlaku dalam transaksi jual beli konvensional.
2. Bentuk perlindungan bagi konsumen atas perjanjian jual beli secara online 
dengan menggunakan e-commerce adalah menyelesaikan sengketa melalui 
suatu lembaga. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK).
B. Saran 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka yang dapat menjadi saran dalam 
skripsi ini sebagai berikut:
1. Masyaratat sebagai subjek hukum atau selaku konsumen apalagi selaku 
konsemen akhir haruslah memahami betul apa yang menjadi regulasi-
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regulasi yang tertuang dalam kontrak perjanjian jual beli secara online
dimana konsumen dituntut agar menjadi konsumen yang cerdas memilih 
dan memilah mana situs toko online yang memiliki reputasi baik dalam 
transaksinya.
2. Dengan adanya Undang-undang Perlindungan konsumen dan Undang-
undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini diharapkan sosialisasi 
kepada masyarakat lebih diinisiasi guna menumbuhkan rasa peduli kepada 
hak-hak dan kewajibannya selaku konsumen, perlu peningkatan 
pemahaman dan pemberdayaan konsumen. Terkhusus kepada konsumen 
yang ingin menuntut haknya yang dilanggar  pelaku usaha dan ingin 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab –Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
 د dal d De 
 ذ  żal ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
ش sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف Fa f ef 
ق Qaf q qi 
ك Kaf k ka 
ل Lam l el 
م mim m em 
ى nun n en 
و wau w we 
viii 
 
ھ Ha h ha 
ء hamzah ’ apostrof 
ى Ya y ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda (‟). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut:   
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  ا fatḥah a a 
  ا kasrah i i 
  ا ḍammah u u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  ۍ fatḥah dan yā’ ai a dan i 
  و ى fatḥah dan wau au i dan u 
 
Contoh: 
  ﻒ ﻳ ﻛ    : kaifa 




Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 







  ی ...  | ا 
… 
fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas 
ﻲ kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 
  و ى ḍammah dan wau ū u dan garis di atas 
 
Contoh : 
ََتاَم : māta 
ىَمَر : ramā 
ََلِْىق : qīla 
َُتَْوُمَي : yamūtu 
4. Tā’ marbūṭah  
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 




  لا ف  ط  لْا  ة  ض  و  ر  : rauḍah al-atfāl 
  ة ل  ضا ف لا ة ٌ ﻳ  د  و ل ا   : al-madīnah al-fāḍilah 
  ة  و  ك  ح ل ا   : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi syaddah. 
Contoh: 
ا ٌَّب  ر : rabbanā 
ا ٌ ﻴ َّج ً : najjainā 
  ك  ح ل ا : al-ḥaqq 
   ع ً  ن  : nu’’ima 
  و د ع :‘aduwwun 
Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  ي ى), maka ditransliterasikan dengan huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
  ي ل  ع : ‘Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)  
  ي ب  ر ع : ‘Arabī (bukan „Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
xi 
 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan لا (alif lam 
ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya yang dihubungkan dengan garis 
mendatar (-). 
Contoh: 
  ص  وَّشل ا :  al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
  ة ل  س ل َّسل ا : al-zalzalah (bukan az-zalzlah) 
  د  لَ ب ل ا : al-bilādu  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
Contoh: 
  ى  و  ر  ه أ ت : ta’murūna 
  ء  ﻲ ش  : Syai’un 
  ت  ر  ه أ  : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
xii 
 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
  الله  ي ﻳ  د dīnullāh     لل ا ب billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:  
    الله  ة  و  ح  ر  ﻲ ف  ن ھ   Hum fī raḥmatillāh 
xiii 
 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan awal 
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata Mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī 




Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 




B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.       = Subhanahu wa Ta’āla 
saw.      = shallallāhu ‘alaihi wasallam 
a.s. = ‘alaihi al-salām 
H = Hijriyah 
M = Masehi  
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w. = Wafat tahun 
QS…/…:4  = QS al-Baqarah/2:4 
HR = Hadis Riwayat 
t.p.        = Tanpa penerbit 
t.t.         = Tanpa tempat 
t.th.       = Tanpa tahun 
h.           = Halaman 
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NIM  :   10500112024 
Judul  : Tinjauan yuridis terhadap pembelian barang melalui toko online yang 
tidak sesuai dengan pesanan 
 
 
Pada dasarnya UU ITE telah memberikan jaminan perlindungan terhadap transaksi e-
commerce serta memberikan kemudahan yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen 
tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja dengan pilihan barang/jasa pun beragam dengan 
harga yang relatif lebih murah dan dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih 
secara bebas barang/jasa yang diinginkannya. Namun dalam prakteknya perlindungan terhadap 
konsumen yang melakukan transaksi e-commerce sering tidak didapatkan akibat  pelaku usaha 
hanya mementingkan dan memanfaatkan lemahnya pemahaman konsumen akan perlindungan 
hak-haknya. Karena dalam transaksinya, pelaku usaha seringkali membuat kesalahan dalam 
pengiriman barang yang ternyata tidak sesuai dengan pesanan konsumen. Kejadian yang 
seperti ini membuat pihak konsumen merasa dikecewakan. Berdasarkan fenomena tersebut, 
maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:  1) Bagaimana pelaksanaan 
pembelian barang melalui e-commerce menurut ketentuan Undang-undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik? 2) Bagaimana Perlindungan Hukum bagi konsumen yang melakukan 
transaksi e-commerce yang dirugikan? 
Dari latar belakang tersebut maka ditentukanlah tujuan dari penulisan ini yaitu: 1) 
menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pembelian barang melalui e-commerce menurut 
ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2) menjelaskan bagaimana 
perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi e-commerce yang dirugikan. 
Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian 
ini tergolong kualitatif, dengan menggunakan data berupa wawancara langsung/tanya jawab 
(dialog) dan studi kepustakaan. Tehnik pengolahan dan analisa data yang dilakukan 
menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan 
peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. 
Sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer 
dan data sekunder.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian jual beli secara online (perjanajian 
e-commerce) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional. Namun, 
memiliki karakteristik dan aksentuasi berbeda dengan perjanjian yang lazim berlaku dalam 
transaksi jual beli konvensional serta dalam hal  menyelesaikan sengketa dapat melalui Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 
Implikasi atau tujuan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan akan adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak-hak 
konsumen yang jika dilanggar oleh pelaku usaha. Undang-undang ini merupakan upaya untuk 
konsumen yang ingin menuntut haknya yang dilanggar  pelaku usaha dan ingin mengajukan 
gugatan. 
Kata Kunci: Jual beli, toko online, dan e-commerce 
 
 
 
